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SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG

PEDOMAN PENENTUAN KEBUTUHAN CALON PRAJA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

a.

1.

bahwa dalam rangka menjamin akuntabilitas,
transparansi, dan keadilan dalam penerimaan calon praja
Institut Pemerintahan Dalam Negeri perlu ditetapkan
kebutuhan calon praja Institut Pemerintahan Dalam
Negeri dari setiap provinsi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penentuan
Kebutuhan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam
Negeri;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun
2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan
Dalam Negeri ke dalam Institut IImu Pemerintahan;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN
PENENTUAN KEBUTUHAN CALON PRAJA INSTITUT
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Institut Pemerintahan Dalam Negeri selanjutnya disingkat IPDN, adalah
pendidikan tinggi kepamongprajaan di lingkungan Kementerian Dalam
Negeri.

2. Calon Praja, adalah calon peserta didik Institut Pemerintahan Dalam
Negeri yang telah dinyatakan lulus seleksi oleh pejabat yang berwenang.

3. Penentuan kebutuhan calon praja IPDN adalah proses yang dilakukan
secara logis, sistematis, dan berkesinambungan untuk menetapkan jumlah
calon praja IPDN untuk setiap provinsi.

Pasal 2

(1) Penerimaan Calon Praja IPDN dilakukan setiap tahun melalui seleksi
nasional oleh Menteri.

(2) Penerimaan Calon Praja IPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan berdasarkan kebutuhan calon Praja IPDN.

Pasal 3

Kebutuhan Calon Praja IPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
ditentukan berdasarkan:
a. kriteria utama; dan

b. kriteria tambahan.
Pasal 4

(1) Kriteria utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, diperoleh
melalui penghitungan kuota setiap kabupaten/kota dan kuota provinsi.

(2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sekurang-
kurangnya 2 (dua) dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) calon praja IPDN
untuk kabupaten/kota dan sekurang-kurangnya 4 (empat) dan sebanyak-
banyaknya 8 (delapan) calon praja IPDN sebagai kuota provinsi.



Pasal 5
(1) Kriteria tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf Db,
meliputi:
a. kabupaten/kota yang memiliki Rasio Jumlah PNS terhadap Jumlah
Penduduk di bawah rata-rata nasional;

b. kabupaten/kota yang memiliki Rasio Jumlah PNS terhadap luas
wilayah di bawah rata-rata nasional,

c. provinsi yang memiliki Rasio Jumlah PNS terhadap Jumlah Penduduk
di bawah rata-rata nasional; atau

d. provinsi yang memiliki Rasio Jumlah PNS terhadap luas wilayah di
bawah rata-rata nasional.

(2) Kabupaten/kota yang memenuhi Kkriteria tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan penambahan 1 (satu) calon praja
IPDN.

(3) Provinsi yang memenuhi kriteria tambahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diberikan penambahan 2 (dua) calon praja IPDN.

Pasal 6
Jumlah calon Praja dari hasil perhitungan berdasarkan kriteria sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri.

Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2014.

MENTERI DALAM NEGERI,
REPUBLIK INDONESIA
ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Juni 2014.
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